BUPATI OGAN ILiR
PROVINSGI SUMATERA SELATAN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
! NOMOR [(j TAHUN 2022
i
= TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
, DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN [LIR,

O Menimbeng : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan wajib
{ yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi
f perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka
dari itu perlu mengatur pelaksanaan Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumubh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

O

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Revubliy. Indonesia Tahun 1945;

. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Y Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
* Indoniesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 K
. 3. Undang-Undang Momor 37 Tahun 2003 tentang
. Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Xabupaten CGgen Komering Ulu Selatan, dan
Kabuvaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembarar: Negara Republik Inconesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

, Indonesia Nomor 4347);

. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
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Penataan Ruang (Lemberan Negara Republik
Indonesta Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Jndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noinor 5188);

Undang-"Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Incdonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomcr 245, Tambahar: Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permuluman (Lemtbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
“Negara  Republik Indonesia  Nomor  5883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tshun 2021 tentang
Perubahen atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentzng Penyelenggaraan Perumahan
den Kawaszn Permukimen (Lembaran Negara
Republikk Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor H624);

Peraturan Pemerintat. Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);

+ 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kurauh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rekyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara




3

' Republik indonesia Tahun 2018Nomor 785);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan
Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2021
Nomor 291};

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
11 Tehun 2016 ientang Rencana 7ata Ruang
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-
2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

¢ Tahun 2016 Nomor 11});

14, Peratuuran Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencena Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupten
Ogen {lir Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

I

; MEMUTUSKAN:

¢

Menetavkan ::{ PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.

oo BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

e e

]

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Tlir.

Pemneriniah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahar. negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tingga: yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan
harkat danmartabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas wmum sebeagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari gsatu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,
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sarana, utilitas umur, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain ¢i kawasan perkotaar. atau kawasan perdesaar. .
Lingkungan' Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang
terdir: atas lebih dari satu satuan permukirmnan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perKabupatenan maupun
perdesaan, yang berfungsi sebagai .‘ngkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan Kumuh  adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas funigsi sebagai tempat hunian.

Perrnukiman Kumuh adalah permukiman vang tidak layak huni
karena ketidakteraturen bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas banglinan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari
tumbuh dan berkembangnys Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh baru.

. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas

bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat

MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untiuk memperoleh
rumeh. ;

Prasarana adalah kelengkapan desar fisik lingkungan hunian yang
memern:uhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan riyaman.

Sarana adalah fasilitas daiarn lingkungan hunian yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupen
sosial, budaya, dan ekonomi,

Utilitas Umum “adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang ditetapksn oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai
dasar dalam penmngkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Lingkungen Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba
adalah sebidang tanah yang merupakan hagian dari Kasiba ataupun
berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan
prasarana lingkungan dan selain itv juga sesuai dengan persyaratan
pembakuan tata lingkungar. tempat tingga: atau lingkungan hunian
dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah
matang.

. Persetuiuan Bangunan Gedung yeng selanjutnya disingkat PBG

adalah perizinan yang diberilan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
pemilil: bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangj, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai dengen persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berizku.

Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan /atau pemerintah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

Perangkat Daerah adelak unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dazerah dalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah.

Setiap Crang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
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Indonesia yang kegiztannya di bidang penyelenggaraan perumahan

v dan kewasan permulkinian.

% Kelompok Swadaya Wasyarakat adalah kumpulan orang yang
menyatukan diri secarsz sukarela dalam kelompok dikarenakan
adanya ikatan pemersatu, yatiu adanya visi, kepentingan, dan
kebutuhian yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki
kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

| Pasal 2

Peraturan Daerah ini berujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan perumahan
dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

b  meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan
permukiman yang layak huni dalam iingkungan yang sehat, aman,
serasi, dan teratur.

Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memncegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh
@ danPermukiman Kumuh barus

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh danPermukiman Kumuh baru;

peningkatann kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

penyediaan fanah;

pendanzan dan sistem pembiayaan;

tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten; dan

pola kernitraan, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. !
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BAB 11
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
@ Kriteria Perumehan Kumuh dan Permukiman Kumuh
a Pasai 4
(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
kriteria yang digunakar untuk menentukan kondisi kekumuhan
pada suatu perumahan dan permukiman.
(2) Kriteria Perfumahan FKumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
bangunan gedunrg;
jalan lingkungan;
penyediaan air minum;
drainase lingkungan; .,
pengelolaan air limbah;
pengelolaan persampahan; dan
proteksi kebakaran.

Rro e o

Pasal 5
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana
dirnzksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai
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denganketentuan rencana tata ruang; dan/ateu

c. kualitas bangunen yaag tidak memenuhi syarat.

Ketidakteratiran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan

permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil
Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran,
perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas
Engkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling,
bangunar, ketinggian dan elevasi lartai, konsep identitas lingkungan,
konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai

dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada
perurnahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) yang, melebihi ketentuan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR),

darn/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Kuglitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana

dirmaksud pada ayat (1) huruf c¢ merupakan kondisi bangunan

gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan
persyaratan teknis.

Persyaratan. teknis baagunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (4)terdiri dari:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah

tanah, airdan/atau prasarana/sarana umum;

keselamatan bangunan gedung;

kesehatan bangunan gedung;

kenyamanan bangunan gedung; dan

kemudahan bangunan gedung.

-0 a0

Pasal 6

Dalam hnal 'skabupaten bslum memiliki Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),
maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan
dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk
jangka waktu sementara.

Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki PBG dan persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian
ketidekteratiiran dan kepadatan bangunan dilakukan cleh Pemerintah
Kabupaten dengan mendspatkan pertimbangan dari Tenaga Profesional
Ahli (TPA).

-
EN

Pasal 7

Kriteria ke%mmuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan

perumahan atau permukiman; dan/atau
b. kualitas permuksan jalan lingkungan buruk.
Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman sebagairiana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi di mana Jaringan jalan tidak terhubung
antar dan/atau dalara suatu lingkungar perumahan atau
perrmukiman.

Kualitas permukaan jelan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud

!
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pada ayat (1) huruf % merupakan kondisi sebagian atau seluruh
jalan lingkungan terjadi kerusakan permuksan jalan yang meliputi
retak dan perubahan bentuk.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ mencakup:
a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

(2) Akses aman air minum tfidak tersedia sebagaimana dimcksud pada
ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana masyarakat tidak dapat
menyakses air minum minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai
dengan kete:atuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di
mana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan
perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60
liter/orang/hari.

' Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditirjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup:

a. Jdrainase lingkungan tidak tersedia;

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
hujansehingga menimbulkan genangan; dan/atau

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kondisi di mana saluran tersier dan/atau
saluran lokal tidak tesrsedia, dan/atau tidak terhubung dengan
saluran pada hierarki di atasnva sehingga menyebabkan air tidak
dapat mengalir dan menisnbulkan genarngan.

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
hujon sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana jaringan drainase
lingkungan tidak mampu mengslirkan limpasan air sehingga
menimbulkan genangan dengan tinggl lebih dari 30 cm selama lebih __
dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi di mana kualitas
konstruksi, drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa
material pelapis atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

(1) Kriteria. kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup:

a. sistem 'pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis;dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidek memenuhi persyaratan teknis
sebegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di
mana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau
per muk1man tidak memliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung deungan tangki septik baik secara
individual/domestik, xomunal maupun terpusat.

(3) Prasarana .dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
{

3
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persyaratan, teknis sepagaimana dimaksud pada ayat (1). hb}ruf b

merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah

pada perumahan atau permukiman di mana:

a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianys sistem pengolahen limbah setempat atau
terpusat.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak  memenuhi
persyaraian tekweis; dan/atau

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memeénuhi persyaratan
teknis.

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

kondisi di mana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan

perumahan atau permukiman tidak rnemadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik
ataurumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse,
recycle)pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampsh pada skala lingkungan;

dan !
d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala
iingkungan.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan kondisi di
mana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau
perinukiman tidak memenuhi persvaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemi‘ahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan; '

c. pengangkutan lingkungan; dan/atau

d. pengolahan lingkungan.

Pasal 12
Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksué dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mencakup
ketidaktersediaan:
a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. sarana proteksi kebekaran.
Ketidekters¢diaan presarana proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana tidak
tersedianya prasarana. proteksi kebhakaran yang meliputi:
a. pasokgn air dari sumber alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadar kebakarar;
c. sarana komunikasi lémtuk pemberitahuan terjadinya kebakaran
kepadalnstansi pemadam kebaskaran; dan
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana tidak tersedianya
presarena proteksi kebakaran yang meliputi:
&. alat pemadam api ringan (APAR);
b. kendarzan pemeadam kebakaran; dan /atau
c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

—
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Pasal 15 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil
perencanaan perumahern dan permukiman sesuai dengan perizinan
yang d1peroleh dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman.

Pengawasan' dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mengkaji hasil

perencanaan perumahan dan perrrukiman yang disusun cleh pelaku
pemgoangunan.

(3) Kesesueian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan
kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana,
dan utilitas.

(4) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi standar teknis menurut kriteria:

bangunan gedung;

ialan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungar,

pengelolaan air limbah;

nengelolaan persampehan; dan

proteksi kebakaran.

(5) KeseuuaJ an terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan
gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruvf a, meliputo:

a. keteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai
denganketentuan rencana tata ruang, dan/atau

c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.

(6) Kesesuzian terhadan standar teknis menurut kriteria jalan
lingkungansebagaimana dimaksud pada eyat {4) huruf b, meliputi:

a. Jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan
pertmahanatau permukiman; dan/ atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.

(7) Kesesuzian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan

airminum sebagaimane. dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, meliputi:

a. akses aman air minuin tersedia; dan/atau

b. terpenuhinya kebutuhan air minum :etiap individu sesuai _
standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap
1nd1v1du terpenuhi.

(8) Kesesuaian' tcrhadcp standar teknis menurut kritesia drainase
hngkungans\,bagalmank dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:

a. drainase lingkungan tersedia;

b. drainase lingkungan mempu mengalirkan limpasan air hujan
sehmggamemmbulkan genangan; dan/atau

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.

(9) Kesesuaian. terhadzp cidndar teknis menurut kriteria pengelolaan
airlimbah sébagaimana damaksud pada ayat (4} huruf e, meliputi:

a. sistem pengelolaan an limbah memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau

b. prasaraha dan safana pengelolaan  air limbah memenuhi
persyaratan teknis.

(10)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan

persampahan sebagairiana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:

[

e. prasarana dan saranz persampahan memenuhi persyaratan
teknis; dan/atau
b. sistem pengelolaan per sampahan memenuhi persyaratan teknis.
(11)Kesesuaian' terhadap standar teknis menurut kriteria proteksi
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi
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ketersediaan:

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau

b. sarana proteksi kebakaran.

(12)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesvaian perizinan dan
standar teknis pada tahzp pembangunan sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan untuk menjamin pembangunan
perumahan: dan permukiman sesuai dengan hasil perencanaan
perumahan danpermuliman.

(13}Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (12) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara langsung
maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses
pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas
yang dilakukan oleh pelaku pembengunan.

{14)Dalam bhal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau
kegiaian pembangunas dengan perizinan dan standar teknis, maka
dapatdilakukan:

a. perbaikan rencena;
b. pencabg‘-’can/ pemnbatalan izin; dan/a*au
c. penertiban.

; Pasal 17

(1} Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi
pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 15 ayat (4) dilakukan untuk menjamin bahwa
Perumehan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan
siap untuk.dimanfaatkan.

(2) Kesesuaian terhadsp kelaikan fungsi sebageimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(3) Dalaimm hal* pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menunjukikan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi,

maka dapat dilakukan perbaikan dan penert’ban sesuai dengan

Peraturan Perundang- undangarn.

Pasal 18

Perigawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalem Pasal 16
dar. Pasal 17 dilakukan ses iai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
! Paragraf 3
" Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian
. _ Pasal 19
Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
C. pela.;poran.;
Pasal 20
(1) Pemantauah terhadap wumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf a merupakan kegistan pengamatan yang dilakukan
secara:




(2)

(3)

(1)

(2)
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a. langsurfg; dan/atau

b. tidak langsung.

Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perumahan’ dan permukiman dengan melibatkan partisipasi

masyarakat.

Pemantauan secara langsung sebagaimane dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang

diindikasi berpotensi menjadi kumuh.

Permnantauan secara tidak langsung sebagaimane dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan

b. pengaduan masyarskat maupun media massa.

c. nmemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai
kebutuhan.

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diikud dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Perlilmahan dan Permukiman.

Pasal 21

 Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh Jdan berkembangnya

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana

dirneksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kegiatan penilaian

secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan yang telah

divalide si.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pemerintah ~ Kabupater. melalui  Perangkat Daerah  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan

Permuximan dengan melibatkan Partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki

pengalaman dan pengetahuan memadei dalam hal Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menilai kesesuaian perumahan den permukiman terhadap:

a. perizinqri pada tahap persncanaar. dan tahap pembangunan;

b. standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan;
dan/atau

c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

Perangket Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Perumahan dan Permukimen harus berkoordinasi dengan

Perangkat, Daerah tferkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi

terhadap hasil evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai

der.gan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya

Perumahari Kumuh dan Permukimen Kumun baru.

#
#

\ Pasal 22
Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
Perumahal;l Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ merupakan kegiatan penyampaian
hasilpemantauan dan evaluasi.
Pelaporan Iifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
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Pemerintatii Kabuparen melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintabian di bidang Perumehan dan
Perrnukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki
pengaslaman dan pengetehuan memadai dalam hal Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perummahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Peleporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk
melaksanakan upaya pencegahan tumbuh den berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh semua perangkat daerah sesuai
kewenangannya.

(6) Laporan hasil pemantauan dan evalussi sebagaimana dimaksud
pada ayat (]) dapat disetarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
’ Pemberdayaan Masyarakat
' Paragraf 1
Umum

Pasal 23
Pemberdayaan masyaraka: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Kabupaten
melalui: )
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragrai 2
: Pendampingan

Pasal 24
(1) Pendampingan sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui
fasititasi pembentukar: dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok
swadaya masyarakat.
(2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputikapasitas dalam hal:
a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan
perizinan dan standar teknis; dan
b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Pasal 25

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a
merupakan kegiatan untuk meningkadkan pengetahuan, kesadaran,
dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara langsung dan/ateu tidak langsung dengan menggunakan
elat bantu dan/atau alat peraga o'eh tenaga penyuluh dari Perangkat
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Daerah yar;g menyelenggarakan urursan pemerintahan di bidang
Perumahan, dan Perriukiman.

Tenaga penyuluh sebegaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tenaga terdidik dan terlatih sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

: Pasal 26
Pemibirmbingan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf
b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai ,cara. unituk mengerjakan kegiatan atau larangan
aktivitas fertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan
berkeinbangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Pernbimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pembimbingan kepada kelompck masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.
Pembimbingan sebagznimana dimeksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
Lidang Perumahan dan Permukimen dan berperan sebagai fasilitator.

] Pasal 27
Rantuan teknis sebagzimana dimaksud dalsra Pasal 24 ayat (3) huruf
cimeliputi fasilitasi:
a. penyuslinan perencanaar;
b. penyusunan norma, standar, proszdur, dan kriteria;
c. penguatan kapasitas kelembagasan;
d. pengembangan alterr.atif pembiayaan; dan/ atau
e. persiapan pelaksanasn kerjasama pemnerintah swasta.
Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintabr Kabupaten  melalui  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan
Permukiman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 28

3
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan
dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

a.

dilaksanakan oleh Femerintah Kebupaten melalui Perangkat Daerah
vang menyelenggaraken  wurusan pemerintahan di  bidang
Perumshan dan Permukiman;

dllaksanakan secaras  berkala untuk mencegah tumbuh dan
berk embangnva Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh
maﬂyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai
dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh ddl‘l Permukiman Kumuh;

dilaksanaken  den gan menentukan lokasi perumahan dan
perrrukiman yang membutuhkan pendampingan;

cilaksanakan dengan térlebih dahulu mewmpelajari pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala
maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan

dilaksanakan berdasarkan rencema pelaksanaan dan alokasi anggaran
yang telah ditentukan sebelumnya.

1
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Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 29

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf

bmeliputi pemberian informasi mengenai:

a. rvencana tata ruang; ,

b. penatasn bangunan dan lingkungan;

c. perizinan; dan .
d. standar perumahan dan permukimean.

(2) Pelayanan informas’ sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dilakukan
secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun
secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media
cetek.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang. Perumahan dan Permukiman dengan bekerjasama
dengan Perangkat Cacrah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

informasi. |
BAB IV
@ PENINGKATAN KUAZITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
' DAN PERMUKIMAN XUMUH
Bagian Kesatu
; Umum |
Pasal 30 |
(1} Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman |
Kurouh didahului dengan penetapen lokasi dan perencanaan ’
penanganan.

(2) Peningkatan  kualitas  terhadap Perumahan Kumuh  dan
Permukimen Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti degan pengelolaan untuk mempertahankan dan
menjaga kualitas peruinzhan dan vermukiman secara berkelanjutan.

(3) Peningkatan kualitas sebageimana dimaksud dalam. ayat (1) dilakukan
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan

@ kurang dari 10 hektare vang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Peningkatan  kualitas terthadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan luasan di atas 10 Ha menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi
, Faragraf 1

Umum

1
[
i
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. ¢ Pasal 31

(1) Penetapan - lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
wejib didahului proses pendataan yang dilekuikan oleh Pemerintah
Kabupatendengan raelibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Proses pen{.»dataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
proses: ,
a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimzksud dalam ayat (2) huruf a,

4
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(1)

mehputiidentifikasi terhadap:
a. kondisi ‘kekumuhan;
b. legalitas lahan; den
c. pertimbangan lain.
‘ Paragraf 2
Pencdatean Lokasi

Pasal 32
Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada Paszl 31 ayat (3)
dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi
Perurnahan. Kumuh cdan Permukiman Kumuh.
Proses identifikasi lokasi didahului dengen identifikasi perumahan
dan permukiman.

5 Pasal 33
Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilakukan ;oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan urusan pemeriniah di bidang Ferumahan dan
Perinukiman.
Prosedur 'pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilekukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada lokasi yang
terindikasi sebagai Perurahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Lolkasi yang terindikasi sebagaimena dimaksud pada ayat (2)
merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang sesuai
ketentuan rencana tatz ruang.
Perangkat daerah sebagsimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan
prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan
Kurmnuh dan Permukiman Kumuh.
Ketentuan mengenai prosedur pendataan dan format isian identifikasi
lokesi Perumahan Kurnuh dan Perrankiman Kumuh tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. ‘

. Pasal 34 N
Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan
atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi
dalam suatu wilayah kabupaten.

Penentuan , perumahan dsn permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui
ider.tifikasi deliniasi.

. Pasal 35
Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (3} huruf a meérupakan upaya untuk menentukan tingkat
kekumuhan pada suafu perumahan dan permukiman dengan
menemukenali permasalahan kondisi bangunen gedung beserta
sarana dan’ prasarana pendukungnya.
Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan + berdasarkan  kriteria  Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

{

; Pasal 36
Identifikasi’ legalitas iahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (3) hiwruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan

N
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status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk d
penanganan.

Identifikasi- legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan, dan

b. kesesudian dengan rencanz tata ruang.

(3) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa.

a. kepemilikan sendiri, dengan bubti dokumen sertifikat hak atas
tanah atau bentuk dokumen ketsrangan status tanah lainnva
yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lam (termasuk milik edat/ulayat), dengan bukti
izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau
pemilik: tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian' dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan
lahan dalam rencana tata ruang dengan bukti Surat Keterangan
Rencana Kabupaten (SKRK].

O L Pasal 37

(1) Identifikasi} pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal
31 ayat (1) huruf ¢ merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa
hal lain yang bersifat aonfisik untuk menentukan skala prioritas
penanganan Perumzhan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi. pertimbangen lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan ’
c. kondisi sosial, ekoriomi, dan budaya.

(3) Nilei strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letek lokasi perumahan atau permukiman
pada:

a. fungsi strategis Kabupaten; atau

b. bukan fungsi strategis Kabupaten. R

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (20 huruf b

O merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi

perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antsra 151 - 200 jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ merupakan perhmbangan potensi yang dimiliki lokasi
perumahan atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yai‘éu tingkat partisipasi masyarakat dalam
mendukungperabangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang
bersifatstrategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya
tertentuyang dimililki masyarakat setempat.

i Pasal 38
(1) Penilaian lc;ikasi sebagaimana dimaksud dsiam Pasal 31 ayat (2) huruf
b dilakuk%in untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah
dilakukan ferhadap aspek:

i
i
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a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain. .

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
a. ringan;

b. sedang; dan
c. berat. °

(3) Penilaian lokasi berdssarkan aspek legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Luruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status lahan legal; dan
b. status Iahan ilegal.

(4) Penilaian ‘berdaserkan aspek pertimbangan lain sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum
ditetapkan.,

(6) Lokasi yang telah dinilax dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah

O Kabupaten idengan Keputusan Bupati.

(7) Penilaian sebagaimana d'maksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan
forraulasi penilaian lokasi.

(8) Ketentusn mengenai formulasi penilaian  lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisatiken dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi

: Pasal 39
(1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6)
dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh;

dan e -
b. peta sebaran Peruinahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
O (21 Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik
koordinat, kondisi keky muhan, status tanah dan prioritas penanganan
untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
yar.g ditetapkan.

(3) Privrvitas penanganar. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4] Peta sebal;én lokasi sebagzimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten berdasarkan tabel daftar
lokasi. ’ |

(5) Penetapan lokasi dilindéklanjuti dengan perencanaan penanganan
Perumahan;, Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah! Kabupaten dengan melibatkan masyarakat serta
Pemerintah'dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan ' mengenai format kelengkapan penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang meruphkanbagian tidek terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3
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Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang
Paragraf 1

; Umuta

K Pasal 40

{1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) dilakukan
peninjauarn ulang paiing sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten  melalui  Perangkat Daerah yang
mernyelenggarakan uvrusan pemerintah di bidang Perumahan dan
Permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi
dan/atau ‘luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta
pengurangan tingkat kekumuhan.

(3) Peninjavan uleng sebagzimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalni proses pendeataan ulang lokasi.

(4) Pengurangan luasan Perurnahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terjadi karena pengurangan
jumiah iokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(5) Hasii peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

O ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Ketentuan imengenai format hasil peninjauan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian vidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '

3

) Paragraf 2
; Tat: Cara Peninjauan Ulang
|
Pasal 41 !
(1) Pendataan wulang terhadap Iokasi Perumahan Kumuh dan
Permukimen Kumuh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)
meliputi:
a. identifikasi ulang lokasi; dan
b. penilaian ulang lokasi.
(2) Pendataan' ulang scbsgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan__ .
dengan mengacu pada Keputusan Bupati.

6 (3) Pendataan ulang sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mehginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan |
olel. setiap 'brang terhaciap nila kriteria kekumuhan pada setiap lokasi |
Perumahan: Kumuh dan Permukiman Kumuh. 1

! Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan
Paragraf 1
Umum
‘ . Pasal 42
(1) Perencanaan penanganan Perumshsn Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana d‘maksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan
melalui tahap:

a. persiapan;

b. survei; ;

C. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;

e.

penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas
PerumaglanKumuh dan Permukiman Kumuh, dan




(2)

(4)
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f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas
PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh.

Perencanaan penanganan Perumahan Kumulh dan Permukiman

Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan

Pemerintah danPemerinteh Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 43

Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud

dalara Pasal 42 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. rumusan permaszlehan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuhj]

c. rumusan konsep pencegahen dan peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh;

d. rencana pencegahar. terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

e. Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumubh;

f. rumusan perencansan penyediaan tanah;

g. Tumusan rencana investasi dan pembiavaan; dan

h. rumusan peran pemeangku kepentingan.

Rumrisan  konsep pencegalran dan  peningkatan  kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ memuat prinsip desain universal.

Prinsip desain universal sebagaimara dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

kesetaraan penggunaan ruang; ‘

keselanmiatan dan keamanan bagi semus;

kemudahan akses tanpa hambatan;

kemudahan akses informasi;

kemandirian penggunaan rusng,

efisienst upaya pengguna; dan

g kesesudian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

memnpertimbangkan  prinsip  kebutuhan  seluruh masyarakat

termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu
hamil.

Rencana :Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukimar Kumuh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:

a. jangka i%pendek untuk periode 1 (satu; tahun kegiatan, dengan
muatan rencana aksi tahunan;

b. jangka 'menengah uatuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun,
dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan
rencang aksi tahun pertama; dan

c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan,
dengan;# muatan rencana umum jangka panjang, arahan
rencangi prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Moo o
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Paragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 44
Ketentuan , mengena’ rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Bupati.
Ketentuan . mengenai format kelengkapan penetapan rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kuslitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tida's terpisahkar dari Peraturan Bupati ini.
' Bagian Kelima
Pole-pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

‘ Pasal 45
Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek
kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanaksn dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kum-1h serta mengikuti rencana tata ruang wilayah
katubpaten. -
Pola-pola ;peinanganan sekagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukirhan kembali.
Pola-pola. pénanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
Perurnahan® dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten : sestiai dengan kewenangannve dengan melibatkan
partisipasi masyarakat. ‘
Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
Perumahan) dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten, "dan/atzu pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan
kewenangannya.
Pemugaran isebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi perumahan dan
permukiman yang layak huni.
Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan
kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat
sekitar.
Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau  pemukiman
kembalidilakukan dengar. memperhatikan antara lain:
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. kondisi ekologis Iokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaye masyarakat terdampak.
Pela-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai
dengan kewénangannysa dengan melibatlkan partisipasi masyarakat.

Pasal 46

Pola-pola penaﬁganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
diatur dengan Lketentuan:

+
&
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dalam hal ickasi moemiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan legal, maka +ola penanganan yang dilakukan adalah
peremajaan;

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan ilegdl, maka pola penanganan yang dilakukan adalah
pemukiman kembali;

dalam hal lokasi memilili klasifikasi kekumuhan sedang dengan
status laban legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah
peremajaan;,

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan
status lahean ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah
pemukiman kembali;

dalam ha! jlokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan
status laha;r:1 legal, maka pola penanganan yvang dilakukan adalah
pemugaran;, dan

dalam hal 'lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan
status lahan ilegal, maka pola penanganan yvang dilakukan adalah
pemukiman kembali.

Pasal 47

Pola-pnla pena_hganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan mempertirnbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2 diatiir dengan ketentuan:

a.

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukimah Kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya
rusak &ir seita kelestarian air;

dalamn hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air,
basarng surut air'serta kelestarian air dan tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh 4i dataran, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis
tanzh serta'kelestarian tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan
harus mempszrhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah,
jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permuldmarfl Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan
yang dilakuikan harus metaperhatikan karakteristik kebencanaan,
daya dukurig tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

L Paragraf 2
Pemugaran
, Pasal 48

Pemugaran ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a,
merupakan” perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas
umim untuk mengembhalikan fungsi sebagaimana semula,
Pemugaran ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikai keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata
letak, serta nilai sejarah kawasan.
Pemugaran ’Lsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap- f
a. pra konstruksi;
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1
b. konstrul%si; dan
c. pasca keonstruksi.

Pasal 49

Pemugaran pada tahep pra konstriksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal48 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasslahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
b. sosialisasi dan rembui warga pada masyarakat terdampak;
C. pendatd,an masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.
Pemugaran pada tahap koustruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 48ayat (3) huruf b meliputr:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud
dalamPasal 48 ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

&

! Paragraf 3

Peremajaan

: Pasal 50
Peremajaan ‘sebagairnana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b,
dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh
terhadap rumah, prassrana, sarana, dan /atau utilitas umum.
Peremajaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kebutuhan dan arghan peningkatan
pelayanan lingkungan hunian di Kabupaten.
Peremajaan! sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dilakukan
dengan terlebih dahulu menyedizkan tempat tinggal sementara bagi
masvarakat terdampai.
Persmajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap: '
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

A . Pasal 51
Peremajaan‘. pada ishap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalamPasal 50 ayat (4) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalzhen dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian semen*ara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

€. penyusunan rerncamna. peremajaar:; dan

f.

musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Peremajaan’ pada tahap “konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50ayat (4) hurui b meliputi:

a. proses | ganti rugi bagi ‘masyvaragkat terdampak berdasarkan
hasil ke§epakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan  pada  lokasi

permukimaneksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan;
dan
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€. proses penghunian kembali masyerakat terdampak.

Peremajaan. pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud
dalamPzsal. 50 ayat (4) huruf ¢ meliputi:

a. pemenfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Faragraf 4
Pemukiman Kembali
{
?. Pasal 52
Pemukiman kembali sebagaimana dimaksvd dalam Pasal 45 ayat (3)
huruf ¢ dilakukar melalui pembangunsn dan penatean secara
menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan /atau utilitas
umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan
pelayanan lingkungan hunian di Kabupaten.
Pennikiman kembali sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.
: Pasal 53
Pemukiman, kembali pada tahap pre. konstruksi sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
a. kajien pemanfaatan ruang dan/atau kaijian legalitas lahan;
b. penghunian sementara untuk masyaraket terdampak;
¢. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendatasn masyarakat terdampak;
€. penyusunan’ rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman
kembali; den
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalamPasal’52 ayat (3) huruf b meliputi: o
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumszhan dan
permukiman bar,
d. vemantauan dan zvaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman
kembali;
€. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
Pemukiman' kembal! pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksuddalam Pasa’ 52 ayat (3) hiuruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan .
b. pemeliharaan dan perbaikan.

i




Bagian Keempat
Pengelolaan

¢ Paragraf 1

Umum

' Pasal 54

(1) Pengelolaan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
yang telah Eiitangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga
kualitasperumeahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaari dapat difasilitasi cleh Pemerintah Kabupaten untuk
meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan
Perumahan-dan Permukiman layak huni.

(4) Pengelolaan sebagaimiana dimzksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pembentukan kelompok swadaye masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan perbailan.

(5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b merupaken Upaya raenjaga kondisi perumahan dan
permukiman yang leyak huni dan berkelanjutan.

; Paragraf 2
‘ Keiompok Swadaya Masyarakat

Pasal 55

(1) Pembentukdn  kelom pok  swadaya masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 54 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk
mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam peningkaten kualitas
terhadap Petumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2] Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukzn pada tingkat komunitas sampai pada tingkat
Kabupaten ' sebaga: fasilitaior pengelolaan  Perumahan dan
Permukiman layak huni.

(3) Pembentukan kelompok. swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disesuaikan dengar. ketentuan peraturan perundang-
undangan. -

(4} Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh
Pemerintah 'Kabupaten.

(5) Fasilitasi sé"'baga.imana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam

bentuk: '
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan
kriteria;.

b. pemberian bimbingan, pelatihan /penvuluhan, supervisi, dan
ko»ns-ul’gasi; dan
¢. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

(6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh
masyarakat. .

(7) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara
swadayaatay atas prakarsa pemerintah.

(8) Pembentukem sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak perlu
dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat
yang sejenis,

(9) Pembeniukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. g
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Paragraf 3
Pemelinaraan

. Pasa! 56

(1) Perueliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan
melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilekukan oleh setiap orang.

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
perumahar, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten dan/atau setiap oreng.

(4) Pemeliharaan sarana dan ufilitas urnum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan ol_reh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan/atau badan
hukam. :

(5) Permneliharaan prasarara untuk kawasan permukiman wajib dilakukan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan/atau badan
hukum.

&
«+

Paragraf 4
: Perbaikan

1 Pagal 57

(1} Perbaikan igrumah dar: praserana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 54 avat (4) huruf b dilakukan
meialui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan rumah seoagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukanoleh setiap orang.

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Perumahan
dan Permulkiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Perbaikari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan
utilitas umumyang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten

(5) Pemerintah’ Kabupater sebagaimana dimalksud pada ayat (3) dapat
menunjuk atau bekeriasama dengan Bedan Jukum nntuk melakukan
perbaikan prasarang, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan
Peraturan Petundang-undangan.

(6) Dalem hal brasarama, sarana, dan utilitas wmum yang belum
diserahkan’ kepada Pemerintah Kabupaten maka perbaikan
merupakan kewajiban peuyelenggara pembangunan.

!

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

¥ . Pasal 58
Pemerintah Kahupaten sesuiai dengan kewsnangannya bertanggung jawab
atas penyediaa'p tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh.

I
i

' Pasal 59
(1) Penyediaan, tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah
untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
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(b) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh
dan Permnukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakikan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah,;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

d. pemarnfaatan dan pemindahtangznan tanah barang milik negara
atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

€. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau

f. pengadhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pen_vediaan: tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan  Xetentuan peraturan perundang-
undangan.

3
H

) BAB VI
i PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 60

(1) Pendanaan, dimaksudkan untuk menjamir. kemudahan pembiayaan
pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(2) PeryianaanIe sebagaimana dimasksua pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendanasn sebagaimeana dimaksud pada ayzt (1) dapat difasilitasi oleh
Pemerintahidan/atau perserintah, provinsi.

(4) Sumber dania sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
o sumber“ dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Ferundang-undangar . BAB VI

(S} Ketentuan ‘mengenai sistem pembiayaan yang dibutuh.
raiigka Pericegahan dan Peningkatan Kuslitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan
diatur dengan Peraturan Bupati.

' BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN
't

1; Bagian Kesatu
: Umum
. Pasal 51
(1) Pencegahan dan Peningkatan Xuali‘as Perumahan Kumuh dan
Perraukiman Kumul: wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dalain melaksanakan keWajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Kabupaten melakukar. koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemnerintah Kabupaten

Pasal 62
(1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas




(2)
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Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten

memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten serta rencana
pembangunan Kabupaten terkait Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan ¥umuh dan Permukiman Kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten mengenai

lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana

dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan

kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak
huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBRY;

f. memberikan bantuar. sosial dan pemberdayaan terhadap
masyarakat miskin dan masvarakat bervenghasilan rendah
(MBRY);

g. melakukan pembinzan terkait partisipasi masyarakat dan kearifan
lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan .

h. melakukan penyedizan pertanahan dalam upaya pencegahan
dan peningkatan kualitas Perumahan Xumuh dan Permukiman
Kumubh.

Pelaksanaah fungsi sebagaimena  dimaksud pada ayat (1),

dilakukan elehperangkat daerah sesuai kewenangannya.

Pemerintali Kabupatern melakukan koordinasi dan sinkronisasi

programantar Perangkat Daerzh.

Pelaksanaa;p koordinasi dan sinkronisesi program dilakukan melalui

pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

o 0

) Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 63

Kewajiban Pemerintan Kabupaten dalam pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembarngnya Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dilakukan pada tahap: -

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Kewajiban ' Pemerintah Kebupaten pada tahap pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian  terhadap
kesesuaian perizinan pada tahav perencanaan perumahan dan
perraukiman;

b. melaksanakan per.gewasan dan  pergendalian terhadap
kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan
dar: permukiman; dan

¢. melaksanakan pengawasan dan pengendalian  terhadap
kesesuaian kelaikan Kungsi pada tahap pemanfaatan perumahan
dan permukiman.

Kewajiban ; Pemerintah Kabupaten pada tahap pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b meliputi:

a. memberikan pendamoingan  kepada masyarakat  untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka
pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan,
pembimbingan can pzntuan tekmis; dan
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(1)

b. membeyikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai
rencana tata ruamng, perizinan dan standar teknis perumahan dan
perinukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh.

A
¥

b

; Pasal 64

Kewajiban :Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kualitas

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan

pada tahap:

a. penerapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. pengelolaan.

Kewajiban . Pemerintah Kabupaten pada tahap penetapan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan
Partisipasi masyarekat;

b. rmelakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh  dan
Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;

c. melakukan penctapan  Jokasi  Perumahan Kumuh  dan
Permukiman Kamuh melalui Keputusan Bupati; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.

Kewajiban  Pemerintah Kabupaten pada tahap penanganan

sebegaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan
Kurmuh dan Permukiman Kumul;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan
benanganen terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh} dan ‘

c. melaksanakan penanganan terbadar Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui pola-pola pemugarar, peremajaan,
dan/atau pemukiman kembali.

Kewajiban . Pemerintah Kabupaten pada tahap pengelolaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi: .

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalara upaya pembentukan kelompok
swadayamasyaralat; dan

C membe;"ikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam
upayapemelitiaraan dan perbaikan.

1

. Bagian Keempat
I Pola Koordinasi

. Pasal 65

Pemerintah;? Kabupater: dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,

melakukan 1 koordinast dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provingi. 1

Koordinasi  yang  dilakukan olch  Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Kebupaten
delam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi
dan nasional;

§
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melakukan penyarapaian hasil penetapan lokasi Perumahan

Eumuh dan Permukiman Kumuh kepada pemerintah provinsi dan

Pemerintah;

c. melakukan  sinkronisasi rencana pénanganan  terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
dengan rencana peimbangunan provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permchonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam

bentuk , pembinaan, perencanean dan pembangunan terkait

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Fermukiman Kumua,

; BAB VIl
POLA KEMITRAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT,
DAN KEARIFAN LOKAL

. Bagian Kesztu
Pola Kemi‘raan
: Pesal 66

(1) Pola kemitraan antar pemarigku  kepentingan yang deapat
dikemnbangkzn dalam upaya peringkatar.  kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Parmukiman Kumuh yaitu:

a. kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan
b. kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.

(2) Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha negara,
badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dikembar.gkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunarn dana tanggung jawab sosial
perusahaan; dan

b. werencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Pperusahaan
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Kemitraan ezntara Pe merintah  Kabupaten dengan masyarakat

sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan_ .

melalui peningkatan partisipasi masvarakat dalam Pencegahan dan
Peningkatan”Kualitas Perumahan Kuiuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Xedua
y Partisipasi Masyarakat
Paragraf 1
Partisipas: Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan
pada tahap pengawasan dan pengendaliar.

Pasal 63

Partisipasi masyarakat Pada tahap pengawasan dan pengendalian

sebagaimana dindlaksud dalam Pasal 67 dapat meliputi:

a. berpartisipasif aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,
Perumahan dan Permukiman paca tahap perencanaan serta turut
membantu  Pemerintak Kabupatern  dalam pengawasan dan
pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan,
Perumahan di,'an Permukimean di lingkungannya;

o
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berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian staridar teknis deri bangunan,
Perumahanr dan Permukiman pada tahap pembangunan serta
turet membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan
pengendalian  kesesuaisn standar teknis dari pembangunan
bangunan, Perumehan danPermukiman di lingkungannya; cdan
berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari
bangunan, : Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan
serta turutimembantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan
pengendalizan kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan,
Perumahar dan Permukiman di lingkungannya.
l Paragraf 2

Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
§

¥

Pasal €9

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a.
b.

c.
d.

(1)

penetapan Jokasi Perumshar Kurmnuh dan Ferrnukiman Kumuh;
berencanagn penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kurnuh;

penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
pengelolaan.

| Pasal 70

Partisipasi . masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan

Kumuh dan Permukirran Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 huruf a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi pada prosss pendataan lokasi Perumahan Kumuh
dan Fermukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan /
atau miemberikan deta dan informasi yang dibutuhkan sesuai
dengan ketehtuan yang berlaku; dan

b. memberikan pendapat tethadap hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukimen Kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait
yang telah diberikan saat proses pendataan.

Partisipasi, masyarakat pada tahap vpefencanaan penanganan

Perumahan Kumuh dan FPermukiman Kumuh Pasal 69 huruf b,

masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada
tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Xumuh yang dizakukan oleh Pemerintah Kabupaten;

b. memberikan pendapat dan pertZmbangan kepada instansi yang
berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan
Kurauh dan Permukiman Kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan
Perumshan Kumuh dan Permuldiman Kumuh pada lokasi terkait
sesuai dengan kewenangannya; dex/atau

d. menyampaikan penflapat dan pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kurnuh dengan dasar pertimbangan yang kuat

berupa” dokumen atau data dan informasi terkait yang telah

diajukgn dalam proses penyusunan reacana.

Pasal 71
Partisipasi :masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kum@h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf ¢, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan; dan/atau
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permukimankembali.

Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:

a. berparﬁsipasi aktif dalam sosielisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdarapak;

b. berpartisipasi aktif  dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan,
baik berupa danas, tenaga mauprn material;

d. membantu Pemerintah Kabupaten dalam upaya penyediaan lahan
yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan
terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;

e. membantu menjaga ketertiben dalam pelaksanaan pemugaran
danperemajaan,

f. mencegah perbuatan yang dapst menghambat atau menghalangi
proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuaten sebagaimana dimaksud pada huruf

h. kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan
perernajaan dapat berjalan lancar.

7

Pasal 72

Partisipasi me{syarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf d dapat meliputi:

a.

berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kabupaten
dalam peimeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kurnuh yang telah tertangani;

belpartisiﬁasi aktit secara swadaya den/atau dalam kelompok
swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik
beriipa dana, tenaga maupun material;

menjaga ketertibani dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah
serta prasarana,sarsna, dan utihtas umum di perumahan dan
permukiman; ‘

mencegah. perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi
proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d,
kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan
dapat berjalanlancar.

Bagian Ketiga
Kearifar Lokal

5

i
-

Pasal 73

Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal
yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak
bertentangan pada keterituan Peraturan Perundang-undangan.
Ketentuani lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal
dalam Peningkatan Kualites Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kurnuh didaerah diatur iebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISISENTIR

e gy

; Pasal 74
Insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
Badan Hukum dan MBR dalem rangka mendorong upaya Pencegahan
dan Penipgkatan Kualitas Perumnahan Kumuh dan Permukiman

s
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Kumuh.

Pemiberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Badan Hukum

sebageimanea dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. insentif’'perpajaken sesuai dengarn ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. pemberian kompensasi; dan/atau

c. kemudahan perizinan.

Pemberian, insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada MBR

uebdgalmanammakauc pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembenan keringanan atau pembebasan pajak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

pemberian kompensasi;

bantuan Peningkaran Kualitas Rumah, Prasarana Sarana, dan

UtilitasUmum; dan/atau

d. kemudahan perizinan.

Disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. pengenaan kompensasi; dan/atau

b. pengenaan sanksi sesuai ketentusn Peraturan Perundang
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan

disisentif dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

9o

BAE X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

i Bagian Kesatu
y Kewajiban

: ) Pasal 75
Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman
harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan
ekologis.
Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas urmum harus memenuhi
persyaratdn administratif, teknis, dan ekologis.
Perencanaan prasacana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan
olchsetiap orang.
Pasal 76
Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib
dllakukansesual dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan
dan/ataw permukiman harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasites pelayanan dan jumlah hunian;
0. keterpdduan antara Prasarana, Sarana, can Utilitas Umum dan
lingkungan hunian;dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umuri.
Prdsarana Sarane, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun
oleh set1ap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
sesuaudengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

t
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N Bagian Kesatu
Larangan

4
iy

" Pasal 77
Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan,
yang tidak' membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
Setiap orang dilarang membangun perumahan dan /atau permukiman
di luar kewasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan
permukiman.
Setiap orang dilarang membangun perumalian, dan/atau permukiman
di tempat 'yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang
ataupun orang,
Setiap pejabat dilarang mengelusikan izin pembangunan rumabh,
perumaban, dan/atau perinukiman yarg tidak sesuai dengan fuagsi
dan pemanfaatan ruang.
Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan
pemukiman kembali Rurnah, Perumahan, dan /atau Permukiman yang
telal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Kabupaten setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
Badan Hukum yang menyelenggaraken pembangunan perumahan
dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan
utilitasumum di luar fungsinya.
Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah
lingkungann hunian atau Lisibs, dilareang menjual satuan
permukiman.
Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling

tanahmatdng tanpa rumah.

‘ BAB XI
. SANXSI ADMINISTRATIE
¢
! Pasal 78
Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaiksud, dalam 75 sampai dengan Pasal 76 sampai pasal 77
dikenai se&j:nksiadministratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa: ' °
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiztan pembarngunan;
c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanzan
pembangunan;
d. Penghentian sementara atau penghentian teiap pada pengelolaan
perumahan atau permukiman;
€. benguasaan serneniara oleh Pemerintah Kabupaten (segel);
f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu
tertentu; )
g pembatasan kegiatahi usaha;
h. pembekuan PBC;
i. pencabutan FPBG+
J. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
1. pembekuan izin usaha;
m. pencabutan izin usaha;
n. pembatalan izin;
0. ke'w.aji;ban pemulihen fungsi iahan dalam jangka wakii tertentu;
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p pencabutan insentif,

q. pengenaan denda administratif, dan/atau

r. penutupan lokasi.

Pengenaan’sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
di bidang Ferumahan dan Kawasan Permukiman.

-ﬁ BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

. Pasal 79

Penyidik Pégawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupater

depat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan

Daerah ini sesuai dengar: ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai
adanyatindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat

kejadian;

¢. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal
diritersangka;

d. melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan benda
atausurat;

e. mengambil sidik jari dan memot-et seseorzng;

f. memanggil orang untuk didenger dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi; ‘

mendatangkan ahl yang diperlukan dalam hubungannya
dengan’ pemeriksaan perkara,

h. iengadakan  penghentian penyidikan  setelah  mendapat

Ga

petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau

peristiwa  tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selenjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya; dan .
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum' yang dapat
dipertanggungjaws bkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidiken dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
L 5
*, "~ BABXIII
KETENTUAN PIDANA

K Bagian Kesatu
) Ketentuan Pidana Ringan

Pasal 80

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi kegiatan peningkatan

wualitas  terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
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diancara denéan pidana kuarungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp50.630.000,00 (lima puluh juta rupiah).

) Bagian Kedua
Ketentuan Pidana Sesuai Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2011
tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman

3
1

Pasal 81

(1) Setiap orarig yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang
tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasarana. sarana, dan utilitas umum yang
diperjanjikan, diancam dengan pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
dijatuhi pi{:lana tambahan berupa membangun kembali perumahan
sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,
dan utilitas umum yang dipetjanjikan.

’ Pasel 82

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau
permukiman di luar kawasan yang giperun:iukkan bagi perumahan
dan permukiman, diancam dengan pidans penjara paling lama 2 (dua)
tahun atan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah). |

(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain
pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana
depat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda
dengan peraberatan 2 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

!‘ Pasal 83

(1) Setizap orarig yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau
permukiman di tempar yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya
bagi barang ataupun orang, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun a*tau denda paling banyak Rp. . _
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain
pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana
dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda
dengan pe}.i:lberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

' Pasal 84

Setiap pejabati yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan

rumah, perumahan, dan/atau permukimean yang tidak sesuai dengan

fungsi dan pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah). .

‘ Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi

kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman

yang ftelah ditstapkan oleh Pemeriniah atay Pemerintah Kabupaten
setelahi *erjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, diancam
aengan pidana kurungen paling lama 1 (satu} tahun atau denda paling
banyalt Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b
1
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BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

(1) Dokumen -terkait dengan Pencegzhan dan Peningkatan terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah
dikeluarkah sebelura Peraturan Daerah ini mulaj berlaku, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini,

(2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

, Ditetapkan di Indralays
pada tanggal | b s 2022

BUPATI OGAN ILIR

dio.
PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggel \( Gosymbyy 2022
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